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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
kasus pembatalan wakaf yang dilakukan oleh nadzir dan untuk mengetahui status 
obyek wakaf setelah dibatalkan oleh nadzir. Metode penelitian ini melalui 
pendekatan yuridis empiris dengan sumber data berupa data sekunder yakni 
sumber hukum primer, sekunder dan tersier dan data primer berupa wawancara. 
Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik 
analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pertimbangan hukum oleh hakim dalam kasus pembatalan wakaf yang dilakukan 
oleh nadzir yaitu berdasarkan fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, 
dihubungkan dengan bukti tertulis maupun bukti saksi yang saling mendukung, di 
mana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf, bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan dan 
putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan 
tidak bertentangan dengan syara’. Sedangkan status obyek wakaf setelah 
dibatalkan oleh nadzir tanah wakaf tersebut tetap menjadi milik Masjid Assegaf 
Surakarta sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. 
 
Kata kunci: pertimbangan hukum, pembatalan wakaf, status obyek wakaf  
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the legal considerations by the judge in case of 
cancellation of endowments performed by nadzir and to know the status of the 
object after canceled by nadzir endowments. This research method through 
empirical juridical approach to data sources in the form of secondary data that is 
the source of primary law, secondary and tertiary and primary data in the form of 
interviews. Data were collected by literature study and interviews. Data analysis 
techniques with qualitative analysis. The results showed that the legal 
considerations by the judge in case of cancellation of endowments performed by 
nadzir that is based on facts that have been discovered in the trial, linked with 
written proof or evidence of witnesses who support each other, which is based on 
the provisions of Article 3 of Law No. 41 of 2004 on endowments, which He 
swore that the endowment can not be canceled and the decision is in conformity 
with the provisions of existing law and does not conflict with Personality '. While 
the status object was canceled by nadzir endowment after the waqf land remains 
the property Assegaf Surakarta Masjid in accordance with Article 3 of Law No. 
41 of 2004. 
 
 





Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah, dengan perbedaan prosedur, 
syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut. Di dalam hukum Islam 
dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan 
hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui: jual beli, tukar-menukar, hibah, 
hadiah, infak, sedekah, wasiat, ihya-ulmawat (membuka tanah baru), dan wakaf.
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Salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan 
tugas-tugas keagrariaan adalah tentang perwakafan tanah milik. Wakaf adalah 
suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana 
guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama 
Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2
 
Mengingat akan pentingnya persoalan tentang wakaf ini maka Undang-
undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu 
ketentuan khusus mengenai masalah ini sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 




Sumber-sumber pengaturan wakaf di Indonesia diatur dalam Peraturan  
Pemerintah  No.  28 Tahun 1977 tentang Perwakafan  Tanah  Milik, Permendagri 
No.  6 Tahun  1977  tentang  tata  cara  pendaftaran  tanah mengenai Perwakafan  
Tanah  Milik, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Yang lebih 
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penting di atas semua itu adalah  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  dan  
Peraturan  Pemerintah  No.  42 Tahun  2006  tentang  Perwakafan. Sesuai dengan 
Pasal 70 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 bahwa semua  peraturan  
perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  perwakafan  masih  tetap 
berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dan/atau  belum  diganti  dengan  
peraturan  yang  baru berdasarkan undang-undang ini. 
Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ada tambahan dua 
unsur lagi, ialah pertama harus ada dua orang saksi pada waktu menyatakan ikrar 
(Pasal 9 ayat (2); kedua harus ada nadzir atau pengelola wakaf (Pasal 1 ayat (4).
4
  
Proses perwaqafan hendaknya dilakukan secara tegas: untuk waqaf, untuk habasa 
(hadiah), atau tasdiq (sedekah).
5
  
Penyelesaian sengketa perwakafan pengadilan yang berwenang  
menyelesaikan  sengketa perwakafan  adalah  Pengadilan  Agama dan  Pengadilan  
Umum, Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  No. 3 Tahun  2006  
tentang  Pengadilan  Agama,  Pasal  49. Apabila terjadi sengketa hak milik atau 
keperdataan lain yang terkait dengan obyek  sengketa yang diatur dalam Pasal 49  
tersebut, apabila  subyek sengketanya  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  
maka  Pengadilan Agama mempunyai wewenang  untuk  memutus  sengketa  
tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 50 ayat 2 Undang- Undang  
No.3  Tahun  2006  tentang  Pengadilan  Agama. 
Seperti halnya kasus pembatalan tanah wakaf yang dimohonkan oleh 
nadzir yang terjadi di wilayah Surakarta, kasus tersebut pemohonnya adalah 








nadzir Masjid Assegaf, nadzir tersebut mohon pembatalan wakaf disebabkan 
karena nadzir kasian melihat kondisi perekonomian termohon yakni wakif yang 
terlilit utang untuk pengobatan anak termohon sebesar Rp. 100.000.000,- dan 
termohon tidak mempunyai harta selain harta yang sudah diwakafkan oleh 
termohon kepada Masjid Assegaf, sehingga nadzir berencana mengembalikan 
harta wakaf berupa tanah yang telah diberikan oleh termohon dengan harapan 
dapat membantu biaya hutang pengobatan. Padalah apabila sudah terjadi ikrar 
wakaf, wakif tidak mempunyai hak kepemilikan harta tersebut lagi. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan 
tujuan untuk mengetahui untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim 
dalam kasus pembatalan wakaf yang dilakukan oleh nadzir dan untuk mengetahui 
status obyek wakaf setelah dibatalkan oleh nadzir. 
Metode penelitian ini melalui pendekatan yuridis empiris dengan sumber 
data berupa data sekunder yakni sumber hukum primer, sekunder dan tersier dan 
data primer berupa wawancara. Metode pengumpulan data dengan studi 
kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data dengan analisis kualitatif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Kasus Pembatalan Wakaf yang 
Dilakukan oleh Nadzir 
 
Seorang hakim diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang 
benar-tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Ia harus 
mempertimbangkan apakah suatu hak, atau peristiwa atau suatu hubungan hukum 
yang didalilkan sebagai dasar permohonan dan dasar tangkisan termohon benar 
terjadi atau tidak, maka dari itu pertimbangan hakim dalam menentukan 
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pembuktian yang perlu diperhatikan adalah bukti-bukti apa saja yang diajukan 
baik Pemohon maupun Termohon. 
Disebabkan oleh pengajuan kepada Pengadilan Agama tentang alasan-
alasan yang menjadikan nadzir mengajukan pembatalan wakaf di Pengadilan 
Agama Surakarta diantaranya adalah: (1) Karena nadzir sedikit mengetahui 
tentang ekonomi wakif yang pada saat itu tidak memiliki harta apapun selain harta 
yang telah diwakafkan, (2) Pada saat itu anak wakif sakit dan memiliki sedikit 
gangguan jiwa, (3) Nadzir mengetahui nominal yang harus dikeluarkan wakif 
untuk pengobatan anaknya sebesar Rp. 100.000.000,-, (4) Nadzir merasa kasihan 
dengan beban yang ditanggung oleh wakif sehingga nadzir mengajukan 
pembatalan wakaf ini ke Pengadilan Agama Surakarta.
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Berdasarkan Hukum Acara Perdata. Tidak dapat dibuat satu patokan 
umum batas minimal pembuktian. Hal itu terjadi disebabkan setiap alat bukti 
memiliki sendiri nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya. Seperti 
yang diketahui, dalam Pasal 164 HIR yang terdiri: (1) Alat bukti tertulis (surat), 
(2) Alat bukti keterangan saksi, (3) Alat bukti persangkaan, (4) Alat bukti 
pengakuan, dan (5) Alat bukti sumpah.
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Tujuan pembuktian secara yuridis yakni menemukan kebenaran peristiwa 
yang disengketakan para pihak yang berperkara. Dari peristiwa yang telah pasti 
(terbukti) kebenarannya tersebut, hakim harus mengkualifikasikannya menjadi 
peristiwa hukum dan kemudian memberi konstitusinya sebagai akhir dari proses 
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pemeriksaan perkara di pengadilan. Secara tidak langsung maka tujuan 
pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut.
8
 
Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat 




Pertimbangan hakim pengadilan Agama dalam perkara Nomor 
0260/Pdt.G/2012/PA.Ska, sebelumnya Majelis Hakim telah berusaha 
mendamaikan para Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan permasalahannya 
secara musyawarah, dalam melangsungkan mediasi Majelis Hakim telah sesuai 
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur 
mediasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, namun dari hasil 
proses mediasi para Pemohon dan Para Termohon tersebut tidak berhasil 
didamaikan. 
Mengenai hal pertimbangan Hakim berdasarkan perkara permohonan 
pembatalan wakaf oleh nadzir Nomor 0260/Pdt.G/2012/ PA.Ska yang kemudian 
diajukan banding oleh Termohon di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan 
nomor perkara 0271/Pdt.G/2012/ PTA.Smg, pertimbangan hakim tersebut 
mengacu pada bukti-bukti apa saja yang diberikan oleh kedua belah pihak pada 
saat berlangsungnya persidangan, bukti-bukti tersebut ialah berupa surat dan 
saksi.  
Berdasarkan pertimbangan dalam perkara Nomor 0260/Pdt.G/ 
2012/PA.Ska penulis setuju dengan pertimbangan Ketua Hakim Pengadilan 




 Retno Wulan Sutanto dan Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, 
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Agama Surakarta sebab dalam memberikan pertimbangan hakim tidak boleh 
menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan 
dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 yang telah diubah 
dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, 
padahal jelas terdapat undang-undang yang mengatur tentang wakaf dan peraturan 
pelaksanaan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 
Seharusnya pewaris dalam mewakafkan tanah beserta wakaf tersebut 
memperhatikan hak ahli waris yakni anak kandung yang bernama Sakib bin Ali 
Salim Basri. Jadi tidak seharusnya harta tersebut diwakafkan semuanya, 
diperhatikan juga kehidupan setelah mewakafkan. Maka ikrak wakaf tersebut 
harus dibatalkan. 
Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang perkara 
pembatalan wakaf oleh nadzir ini dalam perkara Nomor 
0271/Pdt.G/2012/PTA.Smg diantaranya ialah: Disebabkan Pemohon banding 
yang diajukan oleh Termohon I sekarang Pembanding telah diajukan dalam 
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat 
diterima. 
Atas permohonan pembatalan ikrar wakaf tersebut Pengadilan Agama 
Surakarta telah mempertimbangkannya dan memutuskan dengan mengabulkan 
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permohonan pemohon karena tidak mengikutsertakan anak dari Rugayah sebagai 
ahli waris yang memiliki hak terhadap harta yang diwakafkan tersebut, maka ikrar 
wakaf tersebut harus dibatalkan. Atas pertimbangan dan putusan Pengadilan 
Agama Surakarta tersebut Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dan tidak 
dapat menyetujuinya dengan pertimbangan-pertimbangan. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka ada alasan bagi 
Pengadilan Tinggi Agama untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama 
tersebut dan akan mengadili sendiri.  
Penulis tidak setuju dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama 
Semarang dalam persidangan menemukan fakta-fakta dalam persidangan bahwa 
berdasarkan bukti T.2 yaitu Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: 
III/14/VIII/2004 tanggal 30 Juli 2004, ternyata akta tersebut memuat catatan 
sebagai berikut bahwa tanah SHM Nomor 902 seluas 211 m
2 
terletak di 
Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dengan nama 
pemiliknya Ali bin Salim bin Basri Assegaf bertempat tinggal di Wiropaten No. 
158 Pasar Kliwon Surakarta, telah diwakafkan oleh pemiliknya sendiri pada 
tahun 1970. Oleh karena akta ikrar wakaf tersebut belum dituangkan dalam akta 
ikrar wakaf dan wakif sudah meninggal dunia, maka Haji Muhammad Maasum 
bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto 206 Serengan Surakarta sebagai anggota 
masyarakat dengan alasan tersebut di atas mengajukan permohonan pembuatan 
akta pengganti Akta Ikrar Wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
adalah dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  
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Penulis cenderung menerima argumentasi pada Putusan Pengadilan 
Agama perkara Nomor 0260/Pdt.G/ 2012/PA.Ska dengan pertimbangan hakim 
tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang 
diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib 
untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 
yang telah diubah dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Kekuasaan Kehakiman, padahal jelas terdapat undang-undang yang mengatur 
tentang wakaf dan peraturan pelaksanaan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 




Status Obyek Wakaf Setelah Dibatalkan oleh Nadzir 
   
Obyek wakaf adalah harta benda. Berdasarkan Undang-Undang Wakaf 
Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang 
memiliki daya tahan lama dan atau menfaat jangka panjang serta mempunyai nilai 
ekonomi menurut syari’ah yang diwakafkan oleh waqif. Dalam ketentuan ini 
secara tegas dinyatakan bahwa obyek wakaf adalah harta benda, sehingga kedua 
kata itu memerlukan pemaknaan tunggal guna memperoleh pengertian yang tepat. 
Harta dapat bermakna barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi 
kekayaan atau barang milik seseorang, sedangkan benda dapat bermakna barang 
yang berharga sebagai kekayaan atau harta. Dari pemaknaan tersebut diketahui 
bahwa secara lexicografis kata harta benda berarti barang yang menjadi kekayaan 
atau milik seseorang. Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 
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2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf itu dapat terdiri dari benda tidak 
bergerak; dan benda bergerak.  
Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau 
sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya 
menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau 
pelaksanaannya (eksekusinya).
10
 Oleh karena putusan itu menetapkan dengan 
tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisir, maka putusan hakim 
mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa 
yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.
11
 
Obyek wakaf dalam perkara pembatalan wakaf ini berupa tanah seluas 211 
m
2
 sertifikat Nomor 902 yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi Kelurahan Pasar 




Mengenai status obyek wakaf dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta 
Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska berdasarkan putusan tersebut yang mengadili: 
(a) Mengabulkan permohonan Para Pemohon, (b) Membatalkan Akta Pengganti 
Akta Ikrar Wakaf Nomor III/14.III/2004 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, (c) Membatalkan Sertifikat 
Nomor 1 Kelurahan Pasar Kliwon yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional 
Surakarta atau menyatakan bahwa sertifikat tanah wakaf tersebut tidak 
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mempunyai kekuatan hukum, (d) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya 
perkara, sebesar Rp. 1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).
 13
 
Berdasarkan putusan tersebut maka status obyek wakaf tersebut kembali 
kepada wakifnya yakni ibu Rugayah.
14
 Putusan tersebut dikabulkan karena 
Pengadilan Agama mempertimbangkan bahwa dalam ikrar wakaf tidak 
mengikutsertakan anak dari Rugayah yaitu Sakib bin Ali Salim Basri sebagai ahli 
waris yang memiliki hak terhadap harta yang telah diwakafkan tersebut. 
Dengan demikian status obyek wakaf tersebut tetap menjadi tanah wakaf 
Masjid Assegaf, sehingga dalam kasus tersebut obyek wakaf yang berupa berupa 
tanah seluas 211 m
2
 Sertifikat Nomor 902 yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi 
Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta tetap menjadi 
tanah wakaf Masjid Assegaf.
 15
  
Penulis setuju dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang bahwa 
obyek wakaf tersebut tetap menjadi tanah wakaf Masjid Assegaf, sesuai dengan 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf yang telah 
diikrarkan tidak dapat dibatalkan dan dari fakta persidangan yang terjadi dalam 
persidangan banding bahwa bahwa tanah SHM Nomor 902 seluas 211 m
2 
terletak 
di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dengan 
nama pemiliknya Ali bin Salim bin Basri Assegaf bertempat tinggal di Wiropaten 
No. 158 Pasar Kliwon Surakarta tersebut, telah diwakafkan oleh pemiliknya 
sendiri pada tahun 1970 dan pada saat itu tidak ada bukti satupun yang 
                                                          
13
Arif, Panitera di Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin, 21 







menyatakan bahwa Ali bin Salim tidak berakal sehat serta tidak ada bukti bahwa 
Ali bin Salim pada saat mewakafkan ada halangan hukum. Dengan demikian Ali 
bin Salim bin Basri Assegaf tersebut sebagai wakif pada tahun 1970 telah 
memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan juga telah sesuai dengan Hukum Islam 





Pertama, pertimbangan hakim dalam kasus pembatalan wakaf yang 
dilakukan oleh nadzir dalam kasus ini berdasarkan fakta yang telah ditemukan 
dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti tertulis maupun bukti saksi yang 
saling mendukung, bahwa Termohon III memiliki seorang anak yang bernama 
Sakib bin Ali Salim Basri yang pada saat terjadinya wakaf berstatus sebagai ahli 
waris. Dalam akad wakaf dilakukan oleh Termohon III dengan Pemohon, terdapat 
seorang ahli waris yang bernama Sakib bin Ali Salim Basri yang tidak dapat 
menandatangani atau diminta persetujuannya untuk menandatangani Surat 
Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tersebut dikarenakan mengalami sakit 
gangguan jiwa, sehingga syarat-syarat wakaf mengandung cacat formil dan 
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya asas 
kecermatan. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Wakaf, bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, dapat 
ditafsirkan “apabila wakaf tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan 
perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syara’”. 
13 
 
Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon I berupa Akta 
Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor N.III/14/VIII Tahun 2004 tanggal 30 Juni 
2004, membuktikan bahwa tanah SHM No. 902 telah diwakafkan oleh pemiliknya 
yakni Ali Salim Basri pada tahun 1970, Oleh karena akta ikrar wakaf tersebut 
belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan wakif sudah meninggal dunia, maka 
Haji Muhammad Maasum bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto 206 Serengan 
Surakarta sebagai anggota masyarakat dengan alasan seperti tersebut diatas 
mengajukan permohonan pembuatan akta pengganti Akta Ikrar Wakaf kepada 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah dapat dibenarkan karena sesuai dengan 
ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo 
Pasal 31 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  
Kedua, status obyek wakaf setelah dibatalkan oleh nadzir  dalam perkara 
pembatalan wakaf ini berupa tanah seluas 211 m
2
 sertifikat Nomor 902 yang 
terletak di Jalan Kapten Mulyadi Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar 
Kliwon Kota Surakarta yang telah dibangun Majid Assegaf. Obyek wakaf tersebut 
tetap menjadi tanah wakaf Masjid Assegaf, sesuai dengan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat 
dibatalkan dan dari fakta persidangan yang terjadi dalam persidangan banding 
bahwa tanah SHM Nomor 902 seluas 211 m
2 
terletak di Kelurahan Pasar Kliwon 
Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dengan nama pemiliknya Ali bin Salim 
bin Basri Assegaf bertempat tinggal di Wiropaten No. 158 Pasar Kliwon 
Surakarta tersebut, telah diwakafkan oleh pemiliknya sendiri pada tahun 1970 dan 
pada saat itu tidak ada bukti satupun yang menyatakan bahwa Ali bin Salim tidak 
14 
 
berakal sehat serta tidak ada bukti bahwa Ali bin Salim pada saat mewakafkan ada 
halangan hukum. Dengan demikian Ali bin Salim bin Basri Assegaf tersebut 
sebagai wakif pada tahun 1970 telah memenuhi syarat formal sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
dan sesuai telah sesuai pula dengan Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 217 
ayat (1) KHI. 
 
Saran 
Pertama, bagi masyarakat yang akan mewakafkan sebagian atau seluruh 
hartanya hendaknya memperhatikan kondisi ekonomi, memahami apa saja syarat-
syarat untuk mewakafkan harta. 
Kedua, bagi nadzir, hendaknya diberi pelatihan khususnya menangani 
kasus yang seperti ini agar memahami secara benar mengenai perwakafan dan 
lebih teliti menangani wakaf.  
Ketiga, bagi Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai 
pejabat yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) hendaknya 
memperhatikan syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau belum guna mencegah 






Abdurrahman. 1984. Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah 
Wakaf di Negara Kita, Bandung: Alumni. 
Al-Alabij, Adijani. 1989. Perwakafan Tanah di Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali. 
15 
 
El-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 1991. Pola Hidup Muslim, Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya. 
Mertokusumo, Sudikno. 2010. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Sutanto, Retno Wulan dan Oeripkartawinata, 2014. Hukum Acara Perdata dalam 
Teori dan Praktek, Bandung: CV. Mandar Maju. 
Wardah, Sri dan Sutiyoso, Bambang. 2007. Hukum Acara Perdata dan 
Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media. 
 
Aturan Perundang-undangan 
Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama 
Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf 
Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 
